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Abstract Free trade provides significant opportunities for developing countries to increase exports, expand
market access, and drive economic growth. Through engagement in global markets, products and services can
reach a wider range of consumers, creating the potential for increased national income. However, global
economic integration also presents serious challenges, particularly in terms of the protection of Intellectual
Property Rights (IPR). As national boundaries in economic activity become increasingly blurred, intellectual
property—including patents, trademarks, industrial designs, copyrights, and trade secrets—becomes increasingly
vulnerable to infringement. Common forms of infringement include piracy, counterfeiting of branded products,
and theft of technology or innovation. These practices not only harm creators or rights owners but can also hinder
the development of innovation, reduce industrial competitiveness, and undermine consumer confidence. Adequate
IPR protection requires a combination of strong national regulations and an effective international legal
framework. Instruments such as the TRIPS (Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights) Agreement
under the WTO provide global standards to which compliance must be adhered, but implementation at the
national level is crucial for their success. Weak or inconsistent law enforcement can open the door to violations
that harm both domestic and foreign businesses. Beyond legal aspects, effective IPR protection also impacts the
investment climate. Investors tend to invest in countries that can guarantee the security of their intellectual assets.
Therefore, IPR protection is not only a legal issue but also a long-term economic development strategy. Therefore,
in the era of free trade, developing countries need to balance market openness with strengthening IPR protection
systems to create a conducive environment for innovation, sustainable economic growth, and public welfare.
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Abstrak Perdagangan bebas memberikan peluang besar bagi negara-negara berkembang untuk meningkatkan
ekspor, memperluas akses pasar, dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Melalui keterlibatan dalam pasar global,
produk dan jasa dapat menjangkau konsumen yang lebih luas, sehingga menciptakan potensi peningkatan
pendapatan nasional. Namun, integrasi ekonomi global juga menghadirkan tantangan serius, terutama dalam hal
perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Ketika batas-batas negara dalam aktivitas ekonomi semakin kabur,
karya intelektual — termasuk paten, merek dagang, desain industri, hak cipta, dan rahasia dagang — menjadi
semakin rentan terhadap pelanggaran. Bentuk pelanggaran yang umum terjadi meliputi pembajakan karya,
pemalsuan produk bermerek, dan pencurian teknologi atau inovasi. Praktik ini tidak hanya merugikan pencipta
atau pemilik hak, tetapi juga dapat menghambat perkembangan inovasi, menurunkan daya saing industri, serta
merusak kepercayaan konsumen. Perlindungan HKI yang memadai memerlukan kombinasi antara regulasi
nasional yang kuat dan kerangka kerja hukum internasional yang efektif. Instrumen seperti Perjanjian TRIPS
(Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights) di bawah WTO memberikan standar global yang harus
dipatuhi, namun implementasi di tingkat nasional sangat menentukan keberhasilannya. Penegakan hukum yang
lemah atau inkonsisten dapat membuka celah bagi pelanggaran yang merugikan pelaku usaha domestik maupun
asing. Selain aspek hukum, perlindungan HKI yang efektif juga berdampak pada iklim investasi. Investor
cenderung menanamkan modal di negara yang mampu menjamin keamanan terhadap aset intelektual mereka.
Dengan demikian, perlindungan HKI bukan hanya persoalan hukum, tetapi juga strategi pembangunan ekonomi
jangka panjang. Oleh karena itu, dalam era perdagangan bebas, negara berkembang perlu menyeimbangkan
keterbukaan pasar dengan penguatan sistem perlindungan HKI, guna menciptakan lingkungan yang kondusif bagi
inovasi, pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, dan kesejahteraan masyarakat.

Kata Kunci: Inovasi, Kekayaan Intelektual, Penegakan Hukum, Perdagangan Bebas, TRIPs

1. PENDAHULUAN
Globalisasi telah memperluas akses pasar antar-negara, menumbuhkan liberalisasi
perdagangan bebas yang membuka peluang kompetitif bagi negara berkembang. Namun,

dalam sistem ini, ide, inovasi, dan merek menjadi aset strategis bernilai tinggi. Sayangnya,
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perlindungan yang lemah terhadap kekayaan intelektual di banyak negara menyebabkan

eksploitasi besar-besaran terhadap karya kreatif (Sell, 2007) The New Yorker. Konsep

liberalisasi perdagangan—khususnya kesepakatan seperti TRIPS—telah memperluas standar
perlindungan IP secara global sebagai bagian dari intensifikasi negosiasi perdagangan

internasional Wikipedia+1ScienceDirect. Semakin sulit bagi negara-negara untuk menghindari

keterlibatan dalam arena perdagangan bebas dan globalisasi ekonomi. Hukum di seluruh dunia
semakin terhubung dan harmonisasi hukum menjadi kebutuhan akibat meningkatnya volume

dan kompleksitas transaksi internasional (Nakagawa, 2011) Oxford Academic. Harmonisasi

tersebut bukan hanya mencakup hukum perdagangan, tetapi juga aturan mengenai
perlindungan ide, inovasi, dan merek—yang kini menjadi kebutuhan dalam ekonomi berbasis

pengetahuan (Lawslearned, 2023) The Insurance Universe. Sebagai hasil globalisasi

perdagangan, integrasi lintas negara menjadi keniscayaan: arus barang, jasa, modal, dan
teknologi melintasi batas-batas teritorial tanpa hambatan. Perlu kesiapan regulatif yang kuat
untuk melindungi nilai ekonomi dari karya intelektual secara adil dan efektif (Maskus, 2001)

illinoislawreview.org. Harmonisasi IP juga mendorong perdagangan internasional; meskipun

demikian, efeknya tidak selalu linear—ada dinamika kompleks antara negara berkembang
yang ingin mengakses teknologi dan negara maju yang mendorong perlindungan ketat (lto,

2016) SpringerLinketsg.org. Oleh karena itu, kerangka aturan internasional seperti TRIPS

beserta deklarasi fleksibilitas seperti Doha (2001) menjadi kunci untuk menyeimbangkan
perlindungan IP dan kebutuhan publik—seperti akses obat-obatan—terutama di negara-negara
yang berjuang dengan keterbatasan sumber daya (Wikipedia: TRIPS & Doha) Wikipedia+1.
Karya intelektual seperti merek dagang, desain industri, ciptaan artistik, teknologi
paten, dan rahasia dagang kini menjadi komoditas bernilai tinggi. Dalam sistem global yang
semakin terbuka, kekayaan intelektual menjadi elemen penting dalam menjaga daya saing
nasional. Negara-negara yang mampu melindungi hasil intelektual warganya dengan sistem
hukum yang kuat akan lebih mudah menarik investasi asing, menciptakan ekosistem inovasi,
dan meningkatkan kualitas produk domestik. Sayangnya, banyak negara berkembang,
termasuk Indonesia, masih menghadapi tantangan serius dalam hal perlindungan HKI.
Rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya menghargai karya intelektual, lemahnya
penegakan hukum, serta keterbatasan infrastruktur hukum menjadi penghambat utama.
Akibatnya, kasus-kasus pelanggaran seperti pembajakan, pemalsuan merek, serta penggunaan
paten tanpa izin terus terjadi dan merugikan pencipta maupun negara dari sisi penerimaan

ekonomi.
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Fenomena perdagangan bebas juga membawa konsekuensi logis berupa kebutuhan
harmonisasi hukum internasional. Dalam kondisi di mana produk atau layanan dapat melintasi
batas negara hanya dalam hitungan detik melalui jalur digital, regulasi lokal yang tidak sinkron
dengan standar internasional menjadi penghambat utama bagi pelaku usaha dalam
mengembangkan usahanya secara global. Oleh karena itu, dalam merespon perdagangan bebas,
negara-negara perlu menyesuaikan sistem hukum nasional mereka dengan instrumen
internasional seperti TRIPs (Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights), WIPO
Copyright Treaty, dan berbagai konvensi internasional lainnya yang mengatur tentang
perlindungan kekayaan intelektual. Lebih lanjut, urgensi perlindungan HKI juga harus dilihat
dari perspektif pembangunan berkelanjutan. Negara yang mampu menjamin hak cipta, paten,
dan merek secara efektif akan mendorong terciptanya budaya inovasi yang berkelanjutan.
Ketika para pencipta merasa hasil karyanya dihargai dan dilindungi, maka akan muncul insentif
untuk terus menciptakan produk-produk baru yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

Dalam konteks Indonesia, langkah-langkah reformasi hukum sudah mulai dilakukan,
seperti pembaruan Undang-Undang Hak Cipta, Paten, dan Merek. Namun, tantangan
implementasi di lapangan masih sangat besar. Diperlukan sinergi antara pemerintah, dunia
usaha, akademisi, dan masyarakat luas dalam membangun kesadaran bersama akan pentingnya
perlindungan HKI sebagai fondasi utama dalam menghadapi era perdagangan bebas yang
kompetitif dan dinamis. Dengan demikian, perlindungan terhadap kekayaan intelektual tidak
hanya menjadi kebutuhan yuridis semata, tetapi juga menjadi strategi nasional dalam

mengarungi persaingan ekonomi global.

2. METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif (normative juridical
approach), yaitu pendekatan yang menitikberatkan pada analisis terhadap norma-norma hukum
yang berlaku, baik nasional maupun internasional, yang mengatur tentang hak kekayaan
intelektual (HKI) dalam konteks perdagangan bebas.
e Jenis Penelitian
Penelitian hukum deskriptif-analitis, yang bertujuan menggambarkan, menguraikan, dan
menganalisis secara sistematis konsep dan ketentuan hukum tentang HKI, serta
tantangannya dalam era perdagangan bebas.
e Pendekatan Penelitian
Pendekatan Hukum mengkaji undang-undang IP dalam skala global dan nasional. Metode

berdasarkan penelitian sejarah dan perbandingan internasional, termasuk analisis kebijakan
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perlindungan IP di AS dan China serta perkembangannya dari waktu ke waktu. Pendekatan
Konseptual (Conceptual Approach): Mengkaji konsep teoritis mengenai perlindungan
kekayaan intelektual dalam sistem hukum dan ekonomi modern.

e Sumber Data
Data Primer: Peraturan perundang-undangan seperti UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak
Cipta, UU No. 13 Tahun 2016 tentang Paten, UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan
Indikasi Geografis, serta perjanjian internasional seperti TRIPs Agreement.
Data Sekunder: Buku teks, jurnal ilmiah, artikel hukum, dokumen resmi dari WIPO, WTO,
DJKI, dan laporan UNCTAD.

e Teknik Pengumpulan Data
Studi pustaka dilakukan dengan menelusuri sumber hukum dan literatur ilmiah melalui:
Database hukum (misalnya Hukumonline, JDIH, HeinOnline), Dokumen dari organisasi
internasional (WIPO, WTO),Artikel dan jurnal akademik dari universitas atau institusi
riset.

e Teknik Analisis Data
Analisis dilakukan secara kualitatif, dengan menafsirkan norma hukum dan
membandingkannya dengan praktik di lapangan. Peneliti juga menggunakan analisis isi
(content analysis) untuk menilai kesesuaian antara regulasi yang ada dan kebutuhan dalam
era perdagangan bebas.Metode ini dipilih karena penelitian difokuskan pada studi dokumen
dan peraturan hukum yang berkaitan dengan HKI. Penelitian ini bertujuan untuk :
o Menganalisis urgensi perlindungan hak kekayaan intelektual (HKI) dalam era

perdagangan bebas .
o Menganalisis Peranan TRIPs Dalam Pembangunan Hukum Kekayaan Intelektual
o Mengidentifikasi Kendala Hukum dan Non-Hukum yang Menyebabkan Lemahnya
Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Indonesia

o Menganalisis pentingnya perlindungan Hak Kekayaan intelektual

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Urgensi perlindungan hak kekayaan intelektual (HKI) dalam era perdagangan bebas
Dalam era perdagangan bebas yang ditandai dengan keterbukaan pasar, hilangnya

hambatan tarif dan non-tarif, serta meningkatnya arus barang, jasa, dan informasi antarnegara,

urgensi perlindungan hak kekayaan intelektual (HKI) menjadi semakin mendesak dan tidak

dapat diabaikan. Kekayaan intelektual—yang mencakup hak cipta, hak paten, merek dagang,

desain industri, rahasia dagang, dan indikasi geografis—merupakan representasi dari hasil olah
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pikir manusia yang memiliki nilai ekonomi, budaya, dan strategis yang sangat tinggi. Dalam
konteks global, di mana ide dan inovasi menjadi komoditas utama, sistem perlindungan HKI
yang kuat berperan sebagai pilar fundamental untuk mendukung pembangunan ekonomi
berbasis pengetahuan (knowledge-based economy).Urgensi perlindungan HKI dalam
perdagangan bebas terletak pada perannya dalam menjaga keunggulan kompetitif negara dan
pelaku usaha di tengah persaingan pasar global.

Tanpa sistem perlindungan yang kokoh, karya-karya intelektual akan sangat rentan
terhadap eksploitasi, peniruan, dan pembajakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung
jawab. Misalnya, produk dengan teknologi tinggi atau desain unik dapat dengan mudah ditiru
dan disebarluaskan oleh kompetitor tanpa izin atau kompensasi kepada pemilik aslinya. Hal ini
akan menyebabkan kerugian besar, tidak hanya secara finansial bagi pemilik hak, tetapi juga
secara moral dan reputasi, serta berpotensi menurunkan semangat inovasi di kalangan pencipta
dan penemu lokal.Perdagangan bebas juga menyebabkan arus barang melintasi batas negara
dengan sangat cepat, yang berarti produk-produk palsu dan bajakan dapat tersebar secara luas
dan masuk ke pasar legal dengan mudah. Negara yang tidak memiliki sistem perlindungan HKI
yang memadai akan menjadi sasaran empuk untuk perdagangan ilegal barang bajakan, yang
pada gilirannya dapat merusak pasar domestik dan menghancurkan keberlangsungan usaha
kecil dan menengah. Oleh karena itu, perlindungan HKI menjadi alat penting untuk
menciptakan keadilan dalam persaingan ekonomi dan memastikan bahwa pelaku usaha yang
berinovasi mendapat manfaat dari hasil jerih payah mereka secara sah dan dilindungi secara
hukum.

Selanjutnya, perlindungan HKI juga sangat penting untuk menarik investasi asing
langsung (foreign direct investment/FDI). Investor, terutama yang bergerak di bidang teknologi
tinggi, farmasi, perangkat lunak, dan industri kreatif, sangat memperhatikan aspek
perlindungan hukum atas aset intelektual mereka. Negara yang mampu menyediakan sistem
hukum yang tegas, transparan, dan dapat ditegakkan akan lebih dipercaya dan dipilih sebagai
basis produksi dan pengembangan oleh perusahaan multinasional. Hal ini telah terbukti di
negara-negara seperti Singapura, Korea Selatan, dan Jepang, di mana sistem perlindungan HKI
yang kuat telah mendorong lahirnya ekosistem bisnis yang kondusif dan inovatif. Lebih jauh
lagi, dalam kerangka pembangunan nasional, perlindungan HKI memiliki implikasi luas
terhadap penguatan sektor industri kreatif dan UMKM. Di Indonesia, misalnya, potensi
ekonomi kreatif seperti batik, wayang, musik tradisional, kuliner, dan kerajinan tangan sangat
besar. Sayangnya, tanpa proteksi hukum yang efektif, banyak dari produk lokal ini diklaim

oleh negara lain atau dimanfaatkan secara sepihak oleh perusahaan asing.
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Perlindungan melalui pendaftaran merek, hak cipta, dan indikasi geografis menjadi
sangat krusial untuk menjaga identitas budaya dan nilai ekonomi yang melekat pada karya-
karya lokal tersebut. Dari sisi hukum internasional, pentingnya perlindungan HKI juga semakin
ditegaskan dalam berbagai perjanjian dan konvensi global seperti Agreement on Trade-Related
Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs) yang menjadi bagian dari sistem WTO.
Keikutsertaan Indonesia dalam WTO sejak tahun 1995 menandakan komitmen negara dalam
menyelaraskan sistem hukum nasional dengan standar perlindungan HKI internasional.
Ketidakpatuhan terhadap standar ini tidak hanya berdampak pada reputasi Indonesia di mata
dunia, tetapi juga berpotensi menimbulkan sanksi perdagangan dan penurunan daya saing
nasional.

Dengan demikian, urgensi perlindungan HKI dalam era perdagangan bebas tidak
semata-mata bersifat normatif atau administratif, tetapi sangat erat kaitannya dengan upaya
menjaga kedaulatan ekonomi, meningkatkan daya saing nasional, memperluas akses pasar
global, mendorong pertumbuhan sektor inovatif, dan membangun ekosistem hukum yang adil
dan berkelanjutan. Tanpa perlindungan yang memadai, pelaku usaha nasional akan terus
menjadi korban praktik tidak adil, dan potensi ekonomi negara akan terkikis oleh pelanggaran
sistematis yang seringkali sulit dikendalikan dalam skala lintas negara.

Peranan TRIPs Dalam Pembangunan Hukum Kekayaan Intelektual

Era baru telah dimulai dalam kerangka internasional yang melindungi hak kekayaan
intelektual. Sebagai bagian dari sistem terpadu baru Organisasi Perdagangan Dunia,
"Perjanjian TRIPS" mengamanatkan bahwa semua anggota menetapkan dan menerapkan
standar ketat secara ketat untuk perlindungan hak kekayaan intelektual dalam perdagangan
(Frederick M. Abbott & Co.Gerber, 1996). Hukuman perdagangan dapat digunakan oleh
anggota WTO untuk mengimplementasikan perjanjian PERJALANAN dan bagian lain
dari sistem WTO yang baru. (Halaman 290)

Tinjauan singkat atas informasi latar belakang yang relevan mengungkapkan
bahwa Perjanjian TRIPs diselesaikan setelah tujuh tahun negosiasi di Putaran Uruguay,
yang pada gilirannya mengarah pada mandat Putaran Uruguay, dan diskusi pendahuluan
mengenai  dimulainya undang-undang anti-pemalsuan  di  Putaran  Tokyo.
(FrederickM.Abbott, 1998). Perjanjian Hak Kekayaan Intelektual Terkait Perdagangan
(TRIPS) adalah dokumen terobosan yang telah mengubah hukum dan ekonomi
internasional. Ini adalah salah satu kesepakatan perdagangan multilateral utama WTO.
Industri dalam Organisasi untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan (OECD)

memandang Organisasi Kekayaan Intelektual Dunia (WIPO) kurang memiliki
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kewenangan, sehingga mereka telah mencapai kesepakatan untuk memulai era baru
otoritas bersama dan mengontrol kekayaan intelektual melalui WIPO. Di era baru ini,
Organisasi Perdagangan Dunia akan memberikan peraturan dasar untuk perlindungan IP.
Dengan menyesal kami informasikan kepada Anda bahwa WIPO akan mengundurkan diri
dari peran gandanya sebagai penyedia bantuan teknis, pengatur konvensi HKI, dan tempat
diskusi mengenai revisi aturan kedua. Pusat kekuasaan Hak Kekayaan Intelektual (HKI)
dan kegiatan pengawasannya akan direlokasi dari Genewake WTO.

Perdagangan internasional dan keadaan ekonomi dipandang menjadi lebih global,
dengan perbaikan teknis karena para pendukung tidak lagi mengakui batas-batas nasional.
Hal ini menyebabkan diadopsinya Perjanjian TRIPS di Babak Uruguay. Amerika Serikat
dan sejumlah negara Eropa termasuk di antara mereka yang pertama kali menyatakan
keprihatinannya kepada WIPO tentang potensi pembentukan perjanjian TRIPS.

AS dan negara-negara Eropa maju memiliki neraca perdagangan yang negatif
karena pemerintah AS tidak mampu melindungi kekayaan intelektualnya secara memadai
di pasar global.

Negara maju dan AS berpendapat bahwa banyak kekurangan WIPO berkontribusi
pada ketidakseimbangan neraca perdagangan, dengan alasan sebagai berikut:

o Karena WIPO adalah salah satu dari sedikit organisasi, aturannya tidak berlaku untuk
siapa pun yang bukan anggota organisasi tersebut.

o Organisasi Kekayaan Intelektual Dunia (WIPO) tidak memiliki mekanisme sacks yang
mampu menyelesaikan pelanggaran IP.

o Organisasi Kekayaan Intelektual Dunia juga dipandang tidak mampu menyesuaikan
diri dan meramalkan perubahan sifat perdagangan global dan inovasi teknologi.

AS telah berupaya membawa keprihatinan IP ke forum Perdagangan GATT
(General Agreement on Tariffs and Trade) sejak 1982. Pada awalnya, negara-negara
berkembang menentang memasukkan masalah IP ini ke dalam GATT. Karena GATT
adalah konferensi perdagangan multinasional dan hak IP tidak terkait dengan perdagangan,
negara-negara berkembang berpendapat bahwa membahas hak IP di sana tidak tepat atau
tidak layak.

Dapat dimengerti bahwa bisnis di negara-negara OECD yang mengandalkan hak
kekayaan intelektual ingin melihat Perjanjian TRIPs diterapkan. Sejauh mana negara-
negara ini melindungi hak kekayaan intelektual mereka merupakan indikator yang baik dari
nilai aset mereka. Bobot yang dibawa oleh hak kekayaan intelektual (HKI) sebagai metrik

penilaian aset berbeda di antara sektor jasa, industri, dan bahkan subset dari satu bisnis. Di
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sektor-sektor tertentu, seperti industri migas, sumber daya alam dan akses pembiayaan
merupakan komponen utama aset, sedangkan nilai hak kekayaan intelektual (HKI) bersifat
sekunder. Sektor hiburan adalah sektor yang menggunakan hak kekayaan intelektual
sebagai komponen kunci dari nilai aset. Meskipun signifikansi hak kekayaan intelektual
(HKI) bervariasi di seluruh bisnis OECD pada tahun 1996, tergantung pada ukurannya, ada
beberapa sektor di mana HKI tidak terlalu berpengaruh. Semakin banyak petani yang
tertarik untuk memproses barang-barang rekayasa genetika, dan mereka mengambil
tindakan sendiri dalam hal menanam benih yang dilindungi oleh hak kekayaan intelektual.

Merupakan fakta yang diketahui bahwa kepentingan negara-negara berkembang
akan terpengaruh oleh kesepakatan yang diusulkan selama diskusi Putaran Uruguay TRIPs.
Secara historis, sistem hukum di banyak negara berkembang belum menawarkan
perlindungan yang kuat terhadap hak kekayaan intelektual. Dalam jangka pendek,
kekayaan secara logis akan mengalir dari negara berkembang ke negara yang telah
mengalami industrialisasi jika negara-negara setuju untuk memberikan perlindungan
tersebut sebagai hasil dari negosiasi TRIPs. Hal ini terutama berlaku jika mayoritas hak
kekayaan intelektual (HAKI) yang membutuhkan perlindungan dimiliki oleh perusahaan
dari negara-negara OECD. Kemungkinan efek langsung ini telah dan terus diakui secara
luas (Carlos A. Primo Braga&CorstenFink, 1996). Pada awalnya, negara-negara
berkembang menentang diskusi Perjanjian TRIPs karena dampak ekonomi yang tidak
terduga yang telah mereka antisipasi. Berdasarkan Perjanjian TRIPS, negara-negara miskin
pada dasarnya dapat berpartisipasi. Aman untuk mengatakan bahwa kepentingan negara-
negara berkembang yang berbeda dalam merangkul kesepakatan selama diskusi Putaran
Uruguay berkontribusi pada pergeseran sudut pandang yang terjadi selama pembicaraan
tersebut. Meski demikian, Kesepakatan TRIPs jelas merupakan sikap negosiasi. Sebagai
bagian dari kesepakatan tersebut, negara-negara maju berkomitmen untuk mengurangi
subsidi ekspor pertanian. Khususnya bagi UE, yang menawarkan subsidi besar kepada
petani sehingga mereka dapat mengekspor gandum dan komoditas penting lainnya, hal ini
sangat penting. Karena subsidi Uni Eropa, petani di Uni Eropa dapat mengurangi harga
petani di negara-negara miskin. Dengan harapan negara-negara berkembang akan
meratifikasi Perjanjian TRIPs, AS telah berjanji untuk menekan Uni Eropa agar
memangkas subsidi untuk pertanian. Negara-negara industri tidak hanya setuju untuk
secara progresif menghilangkan batasan tekstil, tetapi mereka juga membuat konsesi yang
signifikan terhadap impor tanaman tropis.

Beberapa konsesi signifikan telah dibuat dalam Perjanjian TRIPs khusus untuk
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membantu negara-negara berkembang. Yang penting, selama lima tahun pertama setelah
berlakunya Perjanjian WTO, sebagian besar tanggung jawab tidak akan berlaku untuk
anggota dari negara-negara miskin (dan anggota beralih dari ekonomi terencana terpusat
ke ekonomi pasar), berkat periode transisi substansial perjanjian tersebut. Tambahan lima
tahun tersedia bagi negara-negara untuk memperluas perlindungan paten produk ke
wilayah baru jika mereka belum melakukannya untuk sektor-sektor yang dicakup oleh
Perjanjian TRIPs. Dalam kasus bahan kimia pertanian dan farmasi, apa yang disebut
ketentuan "kotak surat" mempersingkat masa transisi tambahan selama lima tahun.
Ketentuan ini mengamanatkan bahwa negara-negara berkembang mempercepat proses
penerimaan permohonan paten, yang pada gilirannya memberikan paten berdasarkan
penemuan sebelumnya dalam permohonan yang diajukan dan, setelah mendapat
persetujuan hukum, memberikan hak pemasaran eksklusif atas produk tersebut.

Dalam kebanyakan kasus, anggota WTO yang kurang berkembang diberikan masa
tenggang 10 tahun. Perusahaan dari negara industri akan diberi insentif untuk mentransfer
teknologi ke negara kurang berkembang, sementara anggota dari negara berkembang dan
terbelakang akan menerima bantuan keuangan dan teknis dengan syarat yang disepakati
oleh semua pihak. Setiap pemerintah negara bagian anggota bebas menetapkan
kebijakannya sendiri untuk penerbitan izin wajib ini. AS, misalnya, akan mendukung
peraturan yang lebih ketat tentang penerbitan lisensi wajib. Sebuah langkah kecil ke arah
yang benar untuk mengatasi keprihatinan negara-negara berkembang adalah klausul
tentang penerbitan izin paksa ini. AS telah merencanakan untuk menerapkan kebijakan
perdagangan yang keras terhadap negara-negara berkembang yang dirasa tidak cukup
untuk melindungi hak kekayaan intelektual Amerika (HKI) sebelum perundingan Putaran
Uruguay.

Sebagai cara untuk mengurangi tekanan AS yang terus-menerus, negara-negara
miskin telah menerima Perjanjian TRIPS. Anggota Organisasi Perdagangan Dunia (WTO)
telah berkomitmen, antara lain, untuk menyelesaikan setiap sengketa perdagangan yang
muncul dalam lingkup perjanjian WTO (termasuk Perjanjian TRIPS) melalui proses
penyelesaian sengketa WTO (Perjanjian WTO, Pasal 23). Oleh karena itu, jelas bahwa AS
dan negara-negara berkembang telah membuat kesepakatan: AS akan menahan diri untuk
tidak menjatuhkan hukuman perdagangan asalkan negara-negara berkembang memenuhi
komitmen mereka berdasarkan Perjanjian TRIPS.

Kendala Hukum dan Non-Hukum yang Menyebabkan Lemahnya Perlindungan Hak

Kekayaan Intelektual (HKI) di Indonesia
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Mendukung pembangunan ekonomi yang inovatif dan daya saing nasional dalam
rangka arus perdagangan bebas mengharuskan Indonesia mengedepankan perlindungan hak
kekayaan intelektual (HAKI). Faktor hukum (legal) dan non-hukum (sosial, ekonomi, budaya,
dan kelembagaan) terus menjadi tantangan bagi penerapan dan penegakan perlindungan hak
kekayaan intelektual (HKI) Indonesia yang efektif, meskipun negara tersebut telah meratifikasi
perjanjian internasional seperti TRIPs dan legislatifnya sendiri. instrumen yang mengatur
perlindungan HKI. Penjelasan lengkapnya adalah sebagai berikut:

Kendala Hukum
Tumpang Tindih dan Fragmentasi Regulasi

Kerangka hukum yang terputus-putus dan terkadang bertentangan yang mengontrol 1P
merupakan rintangan yang signifikan. Berbagai undang-undang terpisah mengatur hak
kekayaan intelektual (HAKI), termasuk undang-undang hak cipta (No. 28 tahun 2014),
undang-undang paten (No. 13 tahun 2016), undang-undang merek dagang dan indikasi
geografis (No. 20 tahun 2016), dan undang-undang rahasia dagang (No. 30 tahun 2000).
Meskipun spesifik, belum ada sistem hukum yang menyatukan semua ketentuan tersebut dalam
satu kerangka hukum terpadu sehingga memudahkan koordinasi antar lembaga yang terlibat.
Fragmentasi ini menyebabkan inkonsistensi, ambiguitas dalam penegakan, serta kebingungan
di tingkat implementasi.

Penegakan Hukum yang Lemah

Salah satu masalah mendasar dalam perlindungan HKI di Indonesia adalah lemahnya
penegakan hukum. Banyak kasus pelanggaran HKI yang tidak diusut secara serius atau
berhenti pada tahap penyelidikan karena berbagai kendala seperti minimnya alat bukti, tidak
tersedianya ahli HKI, serta kurangnya pemahaman penegak hukum terhadap kompleksitas
HKI. Di sisi lain, hukuman terhadap pelanggar sering kali tidak memberikan efek jera. Dalam
kasus pembajakan karya, misalnya, pelaku sering hanya dikenai denda ringan atau hukuman
bersyarat. Hal ini membuat pelanggaran HKI dianggap sebagai “kejahatan berdampak rendah”
(low risk, high profit).

Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) Ahli

SDM di bidang penegakan HKI masih sangat terbatas. Polisi, jaksa, hakim, dan bahkan
pengacara sering tidak memiliki keahlian khusus dalam bidang ini, terutama dalam menangani
kasus teknologi tinggi seperti paten bioteknologi atau perangkat lunak. Kurangnya pelatihan
dan pendidikan berkelanjutan dalam bidang HKI menyebabkan rendahnya kualitas penanganan
perkara, baik di tingkat penyelidikan, penyidikan, maupun pengadilan.

Prosedur Pendaftaran yang Berbelit dan Lama
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Meskipun pemerintah telah melakukan reformasi digital pada sistem pendaftaran HKI
melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), prosedur administratif masih dirasa
lambat, terutama dalam pengurusan paten yang membutuhkan waktu hingga bertahun-tahun
untuk mendapatkan perlindungan. Hal ini menyebabkan banyak pelaku usaha enggan
mendaftarkan haknya, karena tidak yakin dengan efektivitas perlindungan yang akan diberikan.
Selain itu, biaya pendaftaran yang dianggap mahal oleh pelaku UMKM juga menjadi faktor
penghambat.

Kendala Non-Hukum
Rendahnya Kesadaran Masyarakat dan Pelaku Usaha

Kesadaran masyarakat, terutama pelaku UMKM dan individu kreatif, terhadap
pentingnya mendaftarkan dan melindungi kekayaan intelektual masih rendah. Banyak yang
belum memahami bahwa karya cipta, merek dagang, desain, atau rahasia dagang dapat menjadi
aset bernilai tinggi yang perlu dilindungi. Kurangnya edukasi publik mengenai manfaat HKI
menyebabkan banyak pelaku usaha tidak memprioritaskan pendaftaran atau malah tidak
mengetahui bahwa karya mereka telah dibajak atau dipalsukan oleh pihak lain.

Budaya Toleransi terhadap Pembajakan

Di tingkat masyarakat, budaya toleransi terhadap produk bajakan, seperti film,
software, musik, dan fashion, masih sangat tinggi. Banyak konsumen yang menganggap
pembelian barang bajakan sebagai hal biasa karena harga yang murah dan mudah didapatkan,
tanpa menyadari dampak hukumnya terhadap pencipta asli. Hal ini menciptakan pasar yang
subur bagi pelaku pelanggaran HKI, terutama di sektor informal.

Kurangnya Dukungan Ekonomi dan Akses terhadap Pembiayaan

Banyak pelaku ekonomi kreatif, inovator, dan UMKM tidak memiliki akses terhadap
pembiayaan atau pendampingan hukum untuk mendaftarkan dan mempertahankan hak
kekayaan intelektual mereka. Proses ini membutuhkan biaya yang tidak sedikit, mulai dari
pendaftaran hingga proses gugatan jika terjadi pelanggaran. Tanpa dukungan negara atau
lembaga keuangan, pelaku usaha kecil sangat rentan untuk mengabaikan perlindungan hukum
atas karya mereka.

Keterbatasan Infrastruktur Teknologi

Meskipun sistem digital telah diterapkan di DJKI, masih banyak daerah di Indonesia
yang belum memiliki akses internet atau infrastruktur digital yang memadai. Hal ini
menyulitkan pelaku usaha di daerah terpencil untuk melakukan pendaftaran HKI secara online.
Selain itu, belum meratanya literasi digital juga menjadi penghalang tersendiri.

Kurangnya Kolaborasi Lintas Sektor
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Perlindungan HKI bukan hanya tanggung jawab pemerintah pusat, tetapi juga
memerlukan sinergi dengan pemerintah daerah, dunia pendidikan, pelaku industri, lembaga
riset, dan masyarakat. Namun, selama ini kerja sama lintas sektor tersebut masih sangat
terbatas. Tidak ada kebijakan yang mengintegrasikan perlindungan HKI dengan program
pengembangan UMKM, pariwisata, atau inovasi daerah. Akibatnya, kekayaan lokal yang
berpotensi besar justru sering terlupakan dan tidak terdokumentasikan secara resmi sebagai
HKI nasional.

Pentingnya Hak Kekayaan Intelektual

Saat Perang Dingin hampir berakhir pada 1980-an, sektor militer mulai
mengalokasikan kembali sumber dayanya, termasuk teknologi, ke sektor sipil. Negara-negara
yang awalnya bergantung telah menyadari kebutuhan kritis untuk melindungi hak kekayaan
intelektual, yang merupakan dasar bagi bisnis non-militer. Kerangka transaksi ekonomi
internasional mengharuskan perlindungan hak kekayaan intelektual (HAKI) yang digunakan
oleh sektor non-militer. Dunia industri mengalami resesi pada tahun 1970-an, yang mendorong
pemerintah untuk memberikan bantuan keuangan dalam bentuk berbagai proyek yang
pelaksanaannya terkait dengan kebutuhan untuk menjaga berbagai bentuk hak kekayaan
intelektual (HKI) yang digunakan. Globalisasi hak kekayaan intelektual telah dipercepat
dengan pesatnya perkembangan transportasi dan teknologi informasi. Tidak butuh waktu lama
untuk barang atau jasa yang diproduksi di satu negara tersedia di negara lain. Perlu untuk
mempertahankan hak kekayaan intelektual hanya karena ada produk dan layanan yang telah
memanfaatkannya dalam proses pembuatannya. Melindungi produk dan layanan dari peniru,
pemalsu, dan bentuk persaingan tidak sehat lainnya memerlukan perlindungan terhadap hak
kekayaan intelektual (HKI) yang dipromosikan selama produksi.

Perlindungan HKI tidak hanya memberikan jaminan hak eksklusif bagi para pencipta
atau pemiliknya, tetapi juga berperan besar dalam menciptakan iklim usaha yang sehat,
mendorong pertumbuhan ekonomi, serta meningkatkan daya saing suatu negara. Adapun
urgensi perlindungan hak kekayaan intelektual dapat dijelaskan lebih lanjut melalui beberapa
poin berikut.

Memberikan Kepastian Hukum dan Pengakuan atas Karya Cipta

Perlindungan HKI memberikan dasar hukum yang kuat bagi para pencipta, penemu,
dan pelaku usaha dalam mempertahankan hak atas hasil karya mereka. Dengan perlindungan
yang sah, seseorang tidak hanya mendapatkan pengakuan moral, tetapi juga hak ekonomi atas
ciptaannya, seperti hak untuk memperbanyak, menyebarluaskan, atau memberikan lisensi

penggunaan kepada pihak lain. Dalam konteks ini, perlindungan HKI berperan dalam
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menciptakan kepastian hukum di tengah masyarakat. Tanpa adanya jaminan hukum, hasil
karya dapat dengan mudah diklaim atau digunakan secara tidak sah oleh pihak lain, yang pada
akhirnya akan merugikan pencipta asli. Misalnya, seorang seniman yang menciptakan lukisan
unik tanpa mendaftarkannya sebagai hak cipta bisa kehilangan hak ekonomi atas karyanya jika
lukisan tersebut diperbanyak dan dijual secara bebas oleh orang lain. Di Indonesia, pengaturan
mengenai hak cipta diatur dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014, yang memberikan
perlindungan otomatis sejak suatu karya diwujudkan dalam bentuk nyata. Namun demikian,
dalam praktiknya, masih banyak pelaku kreatif yang belum memahami pentingnya
mencatatkan ciptaan mereka secara resmi demi memperkuat posisi hukum mereka ketika
terjadi sengketa.
Mendorong Inovasi, Kreativitas, dan Kemajuan Teknologi

Salah satu tujuan utama dari perlindungan HKI adalah mendorong lahirnya inovasi dan
kreativitas baru. Dengan adanya sistem yang menjamin hak eksklusif, para pencipta atau
penemu akan terdorong untuk terus berkarya, karena mereka mengetahui bahwa hasil jerih
payah mereka akan mendapat perlindungan dan dapat memberikan keuntungan ekonomi.
Dalam bidang teknologi, perlindungan paten memungkinkan perusahaan atau individu untuk
mengembangkan penemuan baru tanpa khawatir ditiru secara bebas oleh pesaing. Tanpa sistem
paten yang kuat, pelaku riset dan pengembang teknologi tidak akan memiliki insentif untuk
berinvestasi dalam penelitian jangka panjang. Akibatnya, laju inovasi bisa terhambat. Sebagai
contoh, perusahaan teknologi besar seperti Apple, Samsung, atau Google sangat bergantung
pada hak paten atas teknologi yang mereka kembangkan. Mereka menginvestasikan triliunan
rupiah setiap tahunnya dalam riset dan pengembangan (R&D), dengan keyakinan bahwa paten
akan memberikan perlindungan hukum dan keunggulan komersial. Hal ini menunjukkan
betapa pentingnya peran perlindungan HKI dalam menciptakan iklim inovasi yang
berkelanjutan.
Meningkatkan Daya Saing Ekonomi di Era Perdagangan Bebas

Perdagangan bebas mendorong mobilitas barang, jasa, dan informasi secara lintas
negara. Dalam kondisi ini, produk-produk yang dihasilkan oleh suatu negara akan bersaing
langsung dengan produk negara lain di pasar global. Oleh karena itu, perlindungan HKI
menjadi salah satu strategi untuk mempertahankan keunggulan kompetitif suatu produk atau
jasa. Produk dengan identitas yang kuat dan dilindungi secara hukum, seperti merek dagang,
desain industri, dan indikasi geografis, akan memiliki nilai tambah yang lebih tinggi.
Sebaliknya, tanpa perlindungan HKI, produk tersebut rawan ditiru, disalahgunakan, atau

dipalsukan oleh pihak lain yang ingin meraup keuntungan tanpa usaha dan investasi yang sama.
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Dalam konteks Indonesia, perlindungan terhadap kekayaan intelektual sangat penting untuk
mendukung sektor industri kreatif, UMKM, serta produk khas daerah seperti kain tenun, batik,
kopi, dan makanan khas yang memiliki nilai komersial tinggi. Dengan mendaftarkan merek
dan desainnya secara resmi, pelaku usaha lokal dapat memperluas pasar sekaligus melindungi
diri dari pembajakan di dalam maupun luar negeri.
Menarik Investasi dan Menumbuhkan Ekonomi Digital

Investor asing cenderung lebih tertarik berinvestasi di negara yang memiliki sistem
perlindungan HKI yang kuat dan terintegrasi. Mereka merasa lebih aman karena hak-hak
mereka diakui dan dilindungi oleh hukum. Negara-negara yang memiliki sistem HKI yang baik
umumnya memiliki tingkat pertumbuhan investasi asing yang lebih tinggi dibandingkan negara
yang lemah dalam penegakan hukum kekayaan intelektual. Selain itu, perlindungan HKI juga
menjadi faktor penting dalam mendukung ekonomi digital. Di era di mana aplikasi, perangkat
lunak, dan konten digital menjadi komoditas utama, kekayaan intelektual menjadi aset yang
sangat bernilai. Tanpa sistem perlindungan yang memadai, pencipta perangkat lunak atau
konten digital tidak akan mampu mempertahankan hak dan nilai ekonominya karena mudah
ditiru atau dibajak.

Indonesia, sebagai salah satu negara dengan pertumbuhan startup digital tercepat di
Asia Tenggara, harus memperkuat perlindungan HKI untuk menjaga daya saing dan
keberlanjutan pertumbuhan ekonomi digital. Penguatan sistem HKI bukan hanya
menguntungkan pelaku usaha, tetapi juga memberi jaminan kepada pengguna bahwa produk
atau layanan yang mereka gunakan aman dan sah.
Menanggulangi Pembajakan dan Pemalsuan yang Merugikan Banyak Pihak

Salah satu ancaman utama yang dihadapi negara-negara berkembang dalam konteks
perlindungan HKI adalah maraknya pembajakan dan pemalsuan. Produk-produk palsu yang
menggunakan merek terkenal secara ilegal dapat mengakibatkan kerugian besar, baik bagi
produsen asli maupun konsumen. Dari sisi produsen, mereka kehilangan potensi keuntungan
dan rusaknya reputasi merek. Dari sisi konsumen, mereka bisa mendapat produk yang tidak
aman atau kualitasnya jauh di bawah standar. Lemahnya perlindungan HKI di suatu negara
menciptakan celah bagi pelaku kejahatan intelektual untuk beroperasi dengan leluasa. Oleh
karena itu, negara perlu memperkuat sistem hukum, meningkatkan pengawasan pasar, dan
memberikan sanksi tegas bagi pelanggar HKI. Edukasi masyarakat juga penting agar
konsumen tidak membeli atau menggunakan produk bajakan yang secara tidak langsung

mendukung praktik ilegal tersebut.
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4. KESIMPULAN

e Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sangat penting dalam era perdagangan
bebas, terutama bagi negara-negara berkembang seperti Indonesia.

e Perlindungan HKI berfungsi untuk menjaga keunggulan kompetitif, mendorong
inovasi, dan menarik investasi asing.

e Meskipun Indonesia telah meratifikasi berbagai perjanjian internasional seperti TRIPs,
tantangan dalam implementasi perlindungan HKI masih ada, termasuk lemahnya
penegakan hukum, rendahnya kesadaran masyarakat, dan infrastruktur yang terbatas.

e Di perlukan sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, akademisi, dan masyarakat untuk
meningkatkan kesadaran dan efektivitas perlindungan HKI.

e Perlindungan HKI tidak hanya merupakan kebutuhan hukum, tetapi juga merupakan

strategi nasional untuk menghadapi persaingan ekonomi global.
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